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5. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian sasaran organisasi dan/atau tujuan
kegiatan.

6. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,
dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

7. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi
dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya
untuk menetapkan level atau status risikonya.

8. Daftar Risiko adalah suatu daftar nama risiko yang telah diidentifikasi dan
dianalisis oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

10.Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan
reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat
dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
Manajemen Risiko pada setiap PD.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan good government yang lebih baik;

b. menetapkan dan mengelola Risiko yang akan dihadapi dan meminimalisir
dampak yang ditimbulkan;

c. melindungi Pemerintah Daerah dari resiko yang signifikan yang akan
berdampak pada hambatan tujuan Perangkat Daerah;

d. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di dalam pencapaian tujuan;
dan

e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya
Manajemen Risiko.

BAB I1
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 3

(1) Sectiap PD menyelenggarakan dan menyusun Manajemen Risiko setiap awal
tahun anggaran.

(2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat PD

dan tingkat kegiatan yang dilampirkan pada saat penandatangan Dokumen
Pelaksana Anggaran (DPA) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
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(3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat PD dikoordinasikan oleh

Pimpinan PD.

(4) Penyelenggara Manajernen Risiko pada tingkat kegiatan dilaksanakan

oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB III
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 4

Strategi penerapan Manajemen Risiko berdasarkan karakteristik, tugas dan fungsi
setiap PD dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian,
meliputi:

a.

melakukan Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak
negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan;

mcnyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia,
infrastruktur dan standar operasional prosedur;

mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta
sasaran yang telah ditetapkan; dan

melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan/atau sebagai bahan perencanaan
berikutnya.

BAB IV
PROSES MANAJEMEN RISIKO
Pasal 5

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang cfektif dan efisien, dilakukan
proses Manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis dan terukur
terutama pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU).

Pasal 6

Dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan proses yang meliputi:

mo Qe o

pcnetapan tujuan;
Identifikasi Risiko;
Analisis Risiko;

cvaluasi Risiko;
penanganan Risiko; dan

pemantauan dan reviu.
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Pasal 7

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperlukan
untuk menjabarkan tujuan PD dan sasaran kegiatan.

(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan:

a. lingkungan internal dan eksternal;
b. tugas dan fungsi PD; dan
c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 8

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan
dengan tahapan:

a. mengidentifikasi kegiatan;
b. penyebab Risiko;

c. proses terjadinya Risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan/
atau sasaran; dan

d. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam Daftar Risiko.

Pasal 9

(1) Proses Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan
dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.

(2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya
terhadap pencapaian tujuan dan/ atau sasaran

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan:

a. menetapkan jenis Analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data dan
tingkat kedalam Analisis Risiko yang dilakukan;

b. melakukan Analisis Risiko terhadap sumber Risiko;

mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme
pengendalian baik proses, peralatan dan praktik yang ada;

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu
Risiko dan dampaknya;

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko; dan

g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk
setiap kategori Risiko.
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Pasal 11

(1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan
dengan:

a. memetakan peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang
dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran; dan

b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat
mengendalikan Risiko.

(2) Tahapan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk RTP.

Pasal 12

(1) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f,
dilakukan pada saat penilaian dan penanganan Risiko oleh PD.

(2) Pemantauan dan Reviu juga dilakukan terhadap penyusunan Daftar Risiko dan
RTP serta progres implementasi atas rencana tindak.

(3) Perubahan yang terjadi pada saat proses Pemantauan dan Reviu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan telaahan kembali oleh
pemilik Risiko.

4) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan
Reviu.

BAB YV
KOORDINASI DAN KONSULTASI
Pasal 13

Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan Risiko, PD dapat melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP).

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 14
(1) Setiap PD membuat laporan penerapan Manajemen Risiko.

(2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. laporan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Daftar Risiko; dan
b. laporan RTP dan progres pemantauan.





















